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ABSTRAK

Keberhasilan dari suatu organisasi dapat dinilai dari keberhasilan kinerja pegawainya, namun pada
desa Paliat Kinerja BPD masih mengalami beberapa hal sehingga penelitian ini bertujuan mengetahui
tentang kinerja BPD di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong dan faktor yang
mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan baik hal ini dilihat dari : Variabel Efesiensi Ketersedian
SDM baik, BPD yang ada di desa Paliat terdiri dari 5 orang. Terkait sarana prasarana baik dilihat dari
ketersediaan peralatan seperti laptop, wifi, printer, tempat kerja hingga hingga kendaraan operasional yakni
satu buah sepeda motor untuk memudahkan anggota BPD dalam menjalankan tugasnya dan membuat
laporan. Variabel Efektivitas tugas BPD dilaksanakan dengan baik, terkait fungsi BPD baik, (BPD) di Desa
Paliat menjalankan fungsinya sesuai dengan ruang lingkupnya berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis. Variabel Keadilan terkait penyaluran aspirasi belum baik dilihat dari kurang
tersalurnya aspirasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa sehingga pemerintahan desa tidak
dapat berjalan secara akuntabel dan transparan, , terkait adil belum baik karena masih ada masyararakat yang
merasa bahwa pembangunan belum merata dan beberapa usulan belum terealisasi karena kurangnya
transparasi dan partisipasi masyarakat. Variabel Daya TanggapTerkait tanggung jawab baik, dilihat adanya
laporan kinerja BPD, terkait transparasi belum baik karena karena masih banyak aspirasi masyarakat yang
belum tersalurkan dan terealisasi disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan partisipasi aktif masyarakat.
Faktor yang mempengaruhi terdiri dari faktor pendukung kinerja adalah adaanya dukungan sarana prasarana
dalam menunjang kinerja BPD, dan faktor penghambat kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam
musyawara desa.

Kata Kunci :Kinerja, BPD, Desa

ABSTRACT

The success of an organization can be assessed from the success of its employees' performance, but
in Paliat Village, BPD Performance still experiences several things so this study aims to find out about BPD
performance in Paliat Village, Kelua District, Tabalong Regency and the factors that influence it. The
results of the study showed that this was seen from: Efficiency Variable Availability of good human
resources, BPD in Paliat Village consists of 5 people. Regarding infrastructure, it is seen from the
availability of equipment such as laptops, wifi, printers, workplaces to operational vehicles, namely one
motorbike to facilitate BPD members in carrying out their duties and making reports. The Effectiveness
Variable of BPD tasks is carried out well, related to the function of BPD well, (BPD) in Paliat Village
carries out its functions according to its scope based on regional representation and is determined
democratically. The Justice variable related to the channeling of aspirations is not good, seen from the lack
of channeling of community aspirations through the Village Consultative Body so that village government
cannot run accountably and transparently, related to fairness is not good because there are still people who
feel that development is not evenly distributed and several proposals have not been realized due to the lack
of transparency and community participation. Responsiveness Variable Related to responsibility is good,
seen from the existence of BPD performance reports, related to transparency is not good because there are
still many community aspirations that have not been channeled and realized due to the lack of socialization
and active participation of the community. The influencing factors consist of supporting factors for
performance, namely the existence of support for facilities and infrastructure in supporting BPD
performance, and inhibiting factors, namely the lack of active community participation in village
deliberations.
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PENDAHULUAN

Organisasi pemerintaha selalu berkaitan dengan penyelenggaraan yang dipengaruhi
oleh kepemimpinan, untuk itu dalam pelaksanaan tugas harus didukung dengan berbagai hal
yang memadai seperti kapasitas organisasi untuk itu juga diperlukan seorang pemimpin yang
dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, karena hanya seorang pemimpinlah yang
mampu menggerahkan anak buahnya untuk mencapai apa yang telah direncanakan dan
diharapkan oleh organisasi (Wiyono, Mahdi and Briantisno, 2022).

Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh sejauh mana tujuan organisasi yang
telah direncanakan dapat dicapai baik organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta.
Untuk mencapai tujuan tersebut keterlibatan berbagai unsur dalam organisasi sangat
penting, diantaranya unsur sumber daya manusia. Organisasi dituntut untuk dapat mengelola
sumber daya manusia. Walaupun didukung oleh sarana dan prasarana yang baik namun
tidak didukung oleh sumber daya manusia maka kegiatan dalam sebuah organisasi tidak
akan berjalan dengan baik. Sumber daya manusia merupakan penentu keberhasilan dalam
sebuah organisasi. Organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang mampu bekerja
lebih baik dan lebih cepat sehingga diperlukan sumber daya manusia yang memiliki Kinerja
yang tinggi.

Dalam organisasi terdapat hubungan antara kinerja perorangan (individual
performance) dengan Kinerja organisasi (organization performance). Suatu organisasi
pemerintah maupun swasta besar maupun kecil dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan harus melalui kegiatan-kegiatan yang digerakkan oleh orang atau sekelompok
orang yang aktif berperan sebagai pelaku, dengan kata lain tercapainya tujuan organisasi
hanya dimungkinkan karena adanya upaya yang dilakukan oleh orang dalam organisasi
tersebut. Kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh unsur pegawainya karna itu dalam
mengukur suatu organisasi sebaiknya diukur dalam tampilan kerja dan pegawainya guna
tercapainya tujuan organisasi

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat terkait pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan dalam sebuah organisasi. Kinerja pegawai mempengaruhi seberapa banyak
mereka memberikan kontribusi kepada organisasi.Kinerja pegawai merupakan salah satu
faktor yang mempengaruhi kemajuan organisasi. Semakin tinggi atau semakin baik kinerja
pegawai maka tujuan organisasi semakin mudah dicapai, begitu pula sebaliknya yang terjadi
apabila kinerja pegawai rendah atau tidak baik maka kegiatan yang telah direncanakan tidak
dapat berjalan dengan baik dan organisasi sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya penilaian kinerja seorang pegawai maka organisasi dapat mengetahui
dan mengevaluasi sejauh mana kinerja seseorang, sehingga bisa dilakukan tindakan atau
umpat balik terhadap Kinerja tersebut, apa yang harus diperbaiki, apa pula yang harus
ditingkatkan dan diperbaharui demi kemajuan organisasi tersebut selain itu pengukuran ini
menjadi evaluasi kedepannya bagi organisasi maupun bagi pegawai yang terlibat
didalamnya, bahkan bisa jadi menjadi tolak ukur atau nilai indeks dalam kenaikan kinerja
pegawai.Adanya pengukuran Kinerja pegawai, organisasi dapat mengetahui sejauh mana
tingkat kinerja pegawai sehingga organisasi dapat memberikan umpan balik terhadap hasil
pengukuran kinerja, mendorong perbaikan kinerja, dan pengambilan keputusan sehingga
organisasi memiliki sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
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Keberhasilan pencapaian tujuan dalam suatu organisasi tidak terlepas dari kualitas
Sumber Daya Manusia yang dimiliki kualitas yang baik akan diperoleh jika organisasi
secara sungguh-sungguh memperhatikan serta mengetahui kebutuhan organisasi dan
kemampuan karyawannya. Untuk mencapai tujuannya, suatu organisasi harus memiliki
individu-individu dengan kualitas yang sesuai , jelas tugas, wewenang, tanggung jawab
hubungan dan tata kerjanya. Sama hal nya dengan BPD yang memiliki peran penting di
masyarakat maka perlu sekali untuk dinilai kinerjanya, sejauh mana telah memberikan
kontribusi bagi masyarakat, dan sejauh mana tugas dan tanggung jawab yang telah
diterimanya dilaksanakan.

Sesuai dengan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pengusulan
calon kepala Desa berdasarkan Kriteria atau penilaian masyarakat desa tersebut.Hal ini
berdasarkan pertimbangan yang berkaitan dengan kemampuan dan fungsi Badan
Permusyawaratan Desa dalam memajukan pembangunan pemerintahan desa. Pemerintahan
Desa dalam merencanakan pembangunan desanya membutuhkan anggaran yang akan
menopang kebutuhan pendanaan untuk memperlancar kegiatan pembangunan desa.
Kemudian dalam hal ini peran Badan Permusyawaratan Desa sangat besar untuk
mempersiapkan segala sesuatunya.Apabila peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak
dapat memenuhi tugasnya dalam organisasinya dan mampu mensinergikannya, maka semua
program dalam pemerintahan desa dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Badan
Permusyawaratan Desa sangat diharapkan oleh masyarakat desa, karena dengan adanya
lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan disalurkan. Oleh sebab itu,
setiap individu yang terpilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa harus mampu
mewakili masyarakat di masing-masing daerah yang memilihnya.

Di era otonomi daerah ini pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengurus
daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan pembangunan sendiri sesuai dengan prinsip
demokrasi.Dalam mewujudkan pembangunan tersebut maka di dalam pemerintahan desa
dibentuklah suatu badan tersebut bisa mewujudkan aspirasi dari masyarakat desa dan badan
tersebut dinamakan Badan Permusyawaratan Desa atau sering kita sebut dengan BPD,
Pemerintahan dalam perundang-undangan merupakan pengayom, pelayan dan termasuk
sebagai penjaga masyarakat atau penduduknya, sehingga semua aktivitas yang berhubungan
dengan kemasyarakatan perlu dilakukan secara maksimal, agar tujuan pemerintah terwujud
dan dapat terlaksana dengan baik.Hal ini dimaksudkan agar dapat memuaskan diantara
keduanya baik itu masyarakat yang membutuhkan maupun pemerintah (sebagai pelaksana)
yang telah mampu dengan baik memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
membutuhkannya.

BPD mempunyai tugas dan fungsi dalam kegiata menampung aspirasi dan gagasan
yang berasal dari pemerintah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh kepala desa sebelum
ditetapkan menjadi peraturan desa, ugas BPD tersebut menunjukkan begitu banyak dalam
rangka menggali dari potensi masyarakat dan desa, agar semua lapisan masyarakat turut
serta membangun dan memajukan desa untuk mencapai keberhasilan desanya. Mengingat
keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil masyarakat desa akan membantu
dan mewakili masyarakat dalam berpartisipasi memajukan desa demi mencapai
kesejahteraan seluruh masyarakat desa.
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Fungsi BPD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu yag membahas dan
menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, disini BPD dan Pemerintah
Desa (Kepala Desa beserta aparatnya) merupakan mitra, bekerja sama membangun
kesejahteraan masyarakat desa serta berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat sebagai ungkapan, ide/gagasan untuk kehidupan yang lebih baik dan melakukan
pengawasan Kinerja kepala desa.

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil
harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itulah, Badan
Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, menetapkan peraturan
Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta
mengawasi pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa, mengusulkan
pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

Namun berdasarkan observasi sementara yang penulis lakukan pada Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong,
ditemukan beberapa permasalahan kinerja pegawai diantaranya :

1. Kurang tersalurnya aspirasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa sehingga
pemerintahan desa tidak dapat berjalan secara akuntabel dan transparan, seperti
partisipasi masyarakat di Desa Paliat dalam pembangunan dan pemerintahan Desa
dimulai dari proses pembuatan keputusan hingga evaluasi, proses ini semata-mata di
dominasi oleh elit-elit desa yang ada di Desa Paliat seperti, pamong desa, BPD,
pengurus RT, maupun pemuka masyarakat, tetapi tidak melibatkan unsur-unsur yang
lain seperti perempuan, pemuda, kaum tani dan buruh.

2. Kurangnya pengetahuan dan bimbingan teknis yang diberikan kepada ketua dan BPD
Di Desa Paliat sehingga kinerjanya tidak optimal, selama satu tahun hanya ada 2-3 kali
bimbingan teknis yang diberikan pemerintah kepada BPD desa Paliat hal ini
menyebabkan masih banyak BPD Desa Paliat yang kurang memahami tugas dan
fungsinya seperti kurangnya pengetahuan membuat peraturan desa yang benar dan
baik bersama kepala desa hingga kurangnya pengetahuan dalam penggunakan teknologi
komputer untuk membuat laporan.

3. Kurangnya koordinasi maupun komunikasi antara kepala desa dengan ketua dan anggota
BPD.

Berdasarkan sejumlah fenomena di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam
terkait hal tersebut dengan judul ”Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa

Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong”.

METODE

Dalam peneliti ini penulis menggunakan pendekatan dengan penelitian kualitatif dengan
tipe deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah
observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel
secara snowball sampling yang informan sebanyak 12 orang. Setelah semua data terkumpul
maka akan dilakukan analisis melalui cara reduksi data, serta penyajian data, dan verifikasi
untuk penarikan kesimpulan. Dalam proses analisis yang digunakan adalah deskriftif kualitatif
yakni rangkaian data yang telah disusun secara sistematik menurut klasifikasinya dengan
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member arti terhadap data tersebut menurut kenyataan yang diperoleh dilapangan dan disusun
dalam uraian kalimat-kalimat sehingga menjadi benar-benar merupakan jawaban dari
permasalahan yang ada. Kemudian disusun suatu kesimpulan atas dasar jawaban dari hasil
penelitian tersebut dan selanjutanya disusun saran-saran dari peneliti untuk perbaikan atas
permasalahan yang dihadapi.

PEMBAHASAN

Agus Dwiyanto dalam Lilik Nur Hayati (2012 : 17) mengemukakan bahwa untuk
menilai kinerja organisasi dapat digunakan beberapa kriteria sebagai pedoman penilaian kinerja
organisasi pelayanan publik, antara lain :

1. Efisiensi Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan
publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimmbangan yang
berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secara objektif, kriteria seperti
likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan.

2. Efektivitas Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tercapai? Hal
tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi
agen pembangunan.

3. Keadilan Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan
oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan
atau kepantasan. Keduanya mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan
dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut pemerataan
pembangunan, layanan pada kelompok pinggiran dan sebagainya, akan mampu dijawab
melalui Kriteria ini.

4. Daya Tanggap Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta,
organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah
akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara
keseluruahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria
daya tanggap ini.

Adapun hasil penelitianya adalah sebagai berikut :

1) Efesiensi

Efisiensi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, berhasil, dan tanpa
pemborosan. Efisiensi juga dapat diartikan sebagai perbandingan terbaik antara hasil
yang dicapai dengan usaha yang dilakukan (Aplonia Lau, 2023). Efisiensi dapat
diterapkan dalam berbagai bidang, seperti: Efisiensi kerja Perbandingan terbaik antara
hasil kerja dengan usaha yang dilakukan. Efisiensi operasional Upaya untuk mengukur
seberapa baik profit yang didapat sebagai fungsi dari biaya operasional. Efisiensi
ekonomi Upaya untuk mengoptimalkan sumber daya untuk melayani setiap orang dengan
sebaik mungkin. Efisiensi waktu Kemampuan untuk menyelesaikan tugas dalam waktu
yang lebih singkat tanpa mengurangi kualitas hasil. Efisiensi sumber daya Menggunakan
sumber daya Bumi yang terbatas secara berkelanjutan sambil meminimalkan dampak
terhadap lingkungan. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan hasil yang dicapai
dengan usaha yang dilakukan. Efisiensi juga dapat diukur dengan membandingkan hasil
bersih yang nyata dengan pengorbanan yang diberikan.
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a) Ketersedian SDM
SDM adalah singkatan dari Sumber Daya Manusia, yaitu orang-orang yang
bekerja di suatu organisasi. SDM merupakan faktor penting yang tidak dapat
dipisahkan dari sebuah organisasi. Karakteristik SDM SDM terdiri dari daya pikir dan
daya fisik. SDM mencakup seluruh karyawan dari berbagai jenjang organisasi, mulai
dari staf hingga manajemen puncak. SDM berperan sebagai pelaksana tugas, sumber
inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan perusahaan. SDM harus dilatih dan
dikembangkan kemampuannya. Terkait ketersedian SDM baik karena anggota BPD
yang ada di desa Paliat sudah cukup dan lengkap yakni 5 orang. Istigamah sebagai
ketua, M Hamini sebagai wakil ketua, Rahman hakim sebagai sekretaris dan M. Alfi
Syarif dan Norma Heriyani sebagai anggota.
b) Sarana Prasarana
Sarana prasarana adalah alat, fasilitas, atau infrastruktur yang menunjang
kegiatan atau aktivitas tertentu (Sinta and Syelviani, 2021). Sarana dan prasarana
saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Contoh sarana prasarana Sarana: Kertas,
pulpen, buku, komputer, laptop, smartphone Prasarana: gedung, ruangan, jalan raya,
jembatan. Sarana prasarana baik, sarana prasarana dalam menunjang Kinerja BPD
meliputi sarana administrative seperti laptop, wifi, printer dan lain-lain untuk
memudahkan dalam membuat laporan hingga kendaraan operasional yakni satu buah
sepeda motor untuk memudahkan anggota BPD dalam menjalankan tugasnya dan
membuat laporan.
2) Efektivitas
Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah
ditetapkan. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan input dan output yang
dihasilkan. Kata efektiftivitas berasal dari kata bahasa Inggris "effective” yang berarti
berhasil dengan baik. Efektivitas dapat dikaitkan dengan berbagai bidang, seperti:
Komunikasi, Pekerjaan, Prestasi, Kebijakan, Manajemen Kkerja. Efektivitas sering
digunakan saat evaluasi atau perencanaan kegiatan. Beberapa contoh penerapan
efektivitas: Efektivitas pelayanan kepustakaan, Efektivitas pelaksanaan kebijakan
otonomi daerah, Efektivitas pekerjaan, Efektivitas komunikasi, Efektivitas prestasi.
a) Tugas BPD
Tugas adalah pekerjaan yang harus dikerjakan, atau kewajiban yang harus
dilaksanakan. Tugas dapat menjadi tanggung jawab seseorang atau organisasi. Definisi
tugas Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau ditentukan untuk dilakukan.
Tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang untuk melakukan
sesuatu pekerjaan. Tugas adalah pekerjaan yang dibebankan oleh seseorang yang
berwenang, pemberi kerja, atau oleh keadaan. Tugas adalah kegiatan pekerjaan
tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus. Terkait tugas BPD dilaksanakan
dengan baik sesuai dengan Permendagri yakni manampun dan menyalurkan aspirai
masyarakat serta juga melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah desa
Paliat terutama mengawasi kinerja Kepala Desa, dalam hal ini BPD dan Kepala Desa
juga harus bersama-sama untuk membangun dan mengembangkan kemajuan desa
dengan harapan bahwa hal tersebut dapat memajukan desa.
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b) Fungsi BPD
Fungsi pegawai dapat berupa melaksanakan tugas, memberikan pelayanan, dan
menjaga kesejahteraan. Melaksanakan tugas Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
tugas dan perintah yang diberikan Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan Memberikan
pelayanan Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas,
Menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat, Menjadi pelayan publik.
Fungsi BPD baik, (BPD) di Desa Paliat menjalankan fungsinya sesuai dengan ruang
lingkupnya  sesuai dengan wilayahnya dan ditetapkan berdasarkan pemilihan
langsung.
3) Keadilan
a) Penyaluran aspirasi masyarakat
Bentuk pengaduan aspirasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat pun beragam,
terdapat beberapa bentuk pengaduan aspirasi, yaitu dengan aspirasi secara tertulis,
aspirasi secara lisan, aspirasi melalui unjuk rasa atau demonstrasi, aspirasi melalui
kunjungan kerja DPRD, dan yang terakhir aspirasi secara daring atau online. Terkait
penyaluran aspirasi belum baik karena kurangnya sosialisasi dan keterilbatan semua
lapisan masyarakat dalam musyawarah melalui Badan Permusyawaratan Desa
sehingga pemerintahan desa tidak dapat berjalan secara akuntabel dan transparan,
banyak masyarakat yang menganggap bahwa ini adalah tugas pemerintahan desa saja,
selain itu karena sibuknya masyarakat juga menyebabkan ketidakhadiran atau
partisipasi aktif dari masyarakat hal tersebut berdampak pada adanya beberapa
aspirasi masyarakat yang tidak dapat tersalurkan melalui BPD.
b) Adil
Keadilan merupakan pilar dasar bagi terciptanya masyarakat yang sejahtera
serta bermartabat. Sebuah cita-cita untuk menciptakan masyarakat yang adil dan
sejahtera bagi semua. Makna keadilan itu sendiri adalah tidak berat sebelah,
menimbang sama berat, dan mengukur sama panjang. Terkait adil belum baik karena
tidak semua aspirasi masyarakat dapat tersampaikan kepada BPD karena masih ada
masyararakat yang merasa bahwa pembangunan belum merata dan beberapa usulan
belum terealisasi karena kurangnya transparasi dan partisipasi masyarakat.
4) Daya Tanggap
a) Tanggung Jawab
BPD mempunyai tugas: a. menggali aspirasi masyarakat; b. menampung
aspirasi masyarakat; c. mengelola aspirasi masyarakat; d. menyalurkan aspirasi
masyarakat; e. menyelenggarakan musyawarah BPD; f. menyelenggarakan
musyawarah Desa; g¢. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; h.
menyelenggarakan musyawarah Desa. Terkait tanggung jawab baik, dilihat adanya
laporan kinerja BPD, yang mana dalam laporan ini memuat kinerja BPD selama satu
tahun dilaporan tersebut tertera kinerja BPD bagus maka berarti selama ini BPD telah
bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Laporan tersebut ada secara tertulis
ada pula secara lisan yang dapat dipertanggung jawabkan.
b) Transparan
Transparansi adalah keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi.
Hal ini dapat berupa keterbukaan informasi, komunikasi, bahkan dalam hal budgeting.
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Hal ini terutama dalam bidang politik atau pemerintahan. Terkait transparasi belum
baik karena kurangnya keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat terutama dalam
pembangunan didesa masih banyak aspirasi masyarakat yang belum tersalurkan dan
terealisasi disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan partisipasi aktif masyarakat.

Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa
Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

a. Faktor Pendukung
1. Adanya dukungan sarana prasarana dalam menunjang kinerja BPD

Adaanya dukungan sarana prasarana dalam menunjang kinerja BPD, sarana
prasarana dalam menunjang kinerja BPD meliputi sarana administrative seperti laptop,
wifi, printer dan lain-lain untuk memudahkan dalam membuat laporanhingga
kendaraan operasional yakni satu buah sepeda motor untuk memudahkan anggota
BPD dalam menjalankan tugasnya dan membuat laporan.

b. Faktor Penghambat

1) Kurangnya partispasi aktif masyarakat dalam musyawarah

Partisipasi masyarakat penting karena dapat membantu dalam: Membuat
kebijakan publik yang efektif Partisipasi masyarakat dapat membantu pemerintah
dalam memahami nilai-nilai, ide-ide, dan rekomendasi masyarakat. Memperkuat
demokrasi Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik dapat
memperkuat demokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah. Membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat
Partisipasi masyarakat dapat membantu pemerintah dalam memahami kebutuhan
masyarakat, sehingga dapat meningkatkan hubungan kerja sama antara keduanya.
Mendorong kewirausahaan lokal Partisipasi masyarakat dapat memberikan
kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka sendiri.
Membangun kepercayaan dan hubungan yang baik antara pemerintah desa dan
masyarakat Partisipasi masyarakat dapat membantu pemerintah desa dalam memahami
kebutuhan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan hubungan kerja sama antara
keduanya. Membantu dalam pergantian kekuasaan secara damai Partisipasi
masyarakat dalam pemilu dapat membantu dalam pergantian kekuasaan secara damai
dan teratur. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:
Partisipasi politik, Partisipasi sosial, Partisipasi warga, Berpartisipasi dalam
perencanaan pembangunan, Berpartisipasi dalam pengawasan program pembangunan..
Namun yang terjadi pada desa Paliat Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam
musyawara desa, kurangnya sosialiasi dari BPD untuk melibatkan masyarakat dalam
berbagai hal seperti rendahnya partisipasi masyarakat itu sendiri karena kurangnya
sosialisasi dan keterilbatan semua lapisan masyarakat dalam musyawarah. dilihat dari
kurang tersalurnya aspirasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa
sehingga pemerintahan desa tidak dapat berjalan secara akuntabel dan transparan.
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SIMPULAN

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten
Tabalong baik hal ini dilihat dari : Variabel Efesiensi Ketersedian SDM baik, BPD yang ada di
desa Paliat terdiri dari 5 orang. Terkait sarana prasarana baik dilihat dari ketersediaan peralatan
seperti laptop, wifi, printer, tempat kerja hingga hingga kendaraan operasional yakni satu buah
sepeda motor untuk memudahkan anggota BPD dalam menjalankan tugasnya dan membuat
laporan. Variabel Efektivitas tugas BPD dilaksanakan dengan baik dilaksanakan sesuai dengan
dengan Permendagri N0.110/2016 Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Disebutkan
bahwa BPD mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa
bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan
pengawasan kinerja kepala desa. BPD juga menampung dan menyalurkan aspirasi dari warga
desa pada Kepala Desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh Kepala Desa beserta jajarannya
dalam melaksanakan program pembangunan desanya agar mampu mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik di Desa. Hebatnya, BPD juga sekaligus memiliki kekuatan untuk
mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan betapa penting
dan kuatnya keberadaan BDP dalam ranah politik dan sosial desa, terkait fungsi BPD baik,
(BPD) di Desa Paliat menjalankan fungsinya sesuai dengan ruang lingkupnya berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Variabel Keadilan terkait penyaluran
aspirasi belum baik dilihat dari kurang tersalurnya aspirasi masyarakat melalui Badan
Permusyawaratan Desa sehingga pemerintahan desa tidak dapat berjalan secara akuntabel dan
transparan, seperti partisipasi masyarakat di Desa Paliat dalam pembangunan dan pemerintahan
Desa dimulai dari proses pembuatan keputusan hingga evaluasi, proses ini semata-mata di
dominasi oleh elit-elit desa yang ada di Desa, terkait adil belum baik karena masih ada
masyararakat yang merasa bahwa pembangunan belum merata dan beberapa usulan belum
terealisasi karena kurangnya transparasi dan partisipasi masyarakat. Variabel Daya
TanggapTerkait tanggung jawab baik, dilihat adanya laporan kinerja BPD, terkait transparasi
belum baik karena karena masih banyak aspirasi masyarakat yang belum tersalurkan dan
terealisasi disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan partisipasi aktif masyarakat. Faktor yang
mempengaruhi terdiri dari faktor pendukung kinerja adalah adaanya dukungan sarana prasarana
dalam menunjang kinerja BPD, dan faktor penghambat kurangnya partisipasi aktif masyarakat
dalam musyawara desa.
Berdasarkan hal tersebut maka disarankan: Kepada Ketua BPD untuk meningkatkan sosialisasi
kepada masyarakat agar terlibat aktif dalam pelaksanaan program dengan cara mendatangi
masyarakat dan melakukan sosialiasi secara langsung untuk memberikan pengetahuan kepada
masyarakat terhadap penyaluran aspirasi. Kepada masyarakat untuk selalu memberikan
masukan dan terlibat aktif dalam pelaksanaan program yang di laksanakan dengan cara
memberikan evaluasi baik dalam perencanaan dan pelaksanaan untuk perbaikan program
selanjutnya.
BPD atau Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu lembaga yang merupakan
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD juga bisa dibilang
sebagai Badan Parlemen Desa. Anggota BPD merupakan perwakilan dari penduduk desa
bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara musyawarah dan
mufakat. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam struktur organisasi
pemerintahan desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting sebagai lembaga
permusyawaratan di tingkat Desa. Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu
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kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas dan
wewenang yang harus dijalankan sebagai wujud dalam upaya meningkatkan partisipasi dan
pemberdayaan masyarakat. Dalam bagian kedua Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah dijelaskan sejumlah tugas dan wewenang
BPD vyaitu sebagai berikut ini. Menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi
masyarakat; Menyelenggarakan musyawarah BPD dan musyawarah Desa; Membentuk panitia
pemilihan Kepala Desa, dalam melakukan pemilihan kepada desa, BPD berhak membentuk
panitia pemilihan kepala desa yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten; Memberi
persetujuan pemberhentian atau pemberhentian sementara perangkat desa; Membuat susunan
tata tertib BPD; Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa
antarwaktu; Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; Mengevaluasi laporan keterangan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan
Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya Menjalankan tugas lain yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu pentingnya tugas, fungsi dan wewenang BPD
di desa sekarang ini. Sehingga tidak berlebihan jika warga desa sangat berharap BPD agar
mampu membuat aspirasi warga tersalurkan dengan baik. Untuk memahami berbagai esensi
yang ada dalam peraturan ini bakal lebih gamblang jika Anda mempelajari pasal demi pasal
yang terdapat di dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan
Desa (BPD).
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